KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 30 /Kpts/KPU-Prov-033/2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat

(2) dan (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi
Barat Nomor 188.4/596/SULBAR/X/2016 tentang
Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun
2017,

berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun
2017.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan  Komisi
Pemillhan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau



Memerhatikan

Menetapkan

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor
188.4/596/SULBAR/X /2016  tentang  Penetapan
Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017;

2. Berita Acara Rapat KPU Provinsi Sulawesi Barat dan
Penghubung (LO) Paslon Nomor 94/BA/XI/2016
tanggal 31 Oktober 2016 tentang Kesepakatan
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan
Kampanye dalam Pemilihan Gubrnur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017;

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 95/BA/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016
tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Barat tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI BARAT TAHUN 2017.



KESATU

KEDUA

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat
Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor
188.4/596/SULBAR/X /2016 tentang Penetapan Lokasi
Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 1 Nopember 2016

KETUA KOMISYPEMILIHAN UMUM
PROVINSI §ULAWESI BARAT,

P




